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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keterlambatan uang - setoran tidak membuat pihak PT. Satria Express
membatalkan perjanjian secara sepihak sesual yang tertera dalam perjanjian
pengoperasian taksi pasal 6 ayat (2) dan (3). Tetapi diberikan kesempatan kepada
pihak pengemudi dengan upaya pembayaran ganti kerugian yaitu sistem
pembayaran piutang yang dilakukan oleh pihak pengemudi seperti yang dialami
oleh salah satu pengemudi dengan uang setoran sebesar Rp.191.000; maka ia
akan membayar piutang sebesar Rp.23.000; apabila ia tidak memenuhi setoran

esok harinya seperti juga halnya yang dialami oleh pengemudi lainnya.

B. SARAN
1. Pada saat akan terjadi kesepakatan dalam suatu perjanjian para-pihak harus
mengetahui lebih jelas syarat-syarat, ketentuan yang harus ditaati, jangka
waktu perjanjian, pembayaran uang setoran dan apabila terjadi wanprestasi
atau overmacht dalam perjanjian kerjasama pengoperasian taksi.
2. Seharusnya para pihak melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang telah
diperjanjikan antara para pihak sehingga tidak terjadi adanya penundaan

pemenuhan prestasi yang menyebabkan adanya wanprestasi.



3. Seharusnya para pihak m pemenuhan prestasi sesuai yang telah

diperjanjikan ar terjadi adanya penundaan
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